BUPATI KEPULAUAN ARU
~ PROPINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NoMOR I rapun ety

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN ‘KEPULAUAN ARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

nimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan

-Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Halk
atas Tanah danfBengunan Kabupaten Kepulauan Aru;

1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2..Undang-Undang Nomor 40 Tahun. 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram
Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi
Maluku {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tszhun 2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor . 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
Undang-Undang Nomor 33 Tazhun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembai_an Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438}; -

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak’
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); -

6. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
‘Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); o ‘ :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun .2005 tfentang

. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tehun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 ;Tahu.n 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri - Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan - Pertanggungjawaban " Bendahara Serta
Penyampalannye; ,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulguan Aru Nomor 1
mahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, -

12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014
tentang Evaluasi 10 (sepuluh} Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang. Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014;

13. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &
HAM/III/ 14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian
~Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan
Aru, ' ' :

'MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BABI
KETENTUAN UMUM

: ‘Pasal 1
} Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang
selanjutnya disebut BPHTB;

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atall Bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atan bangunan dari
satu pihak ke pihak lain; :

"Daerall atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan,

Bangunan;

Wajib Pajak‘adalah orang pribadi atau Badan, melipﬁti pembayar pajak,

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

penyetorannysa;

Bank atau Tempat Laih yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang
menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjﬁk untuk
menerima,  menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah; :

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

{1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian

proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan

~ melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, ' ‘

b. prosedur pembayaran BPHTS;

c. prosedur penclitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTBE);

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas

Pejabat Pembuat Akta Tanah/PeJabat Lelang, adalah pihak yang
berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai-dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan



ea Perolehan Hak atas Tanah' dan' Bangunan adalah pajak yang
ikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang
elanjutnya disebut BPHTB;

atu pihak ke pihak lain;

urat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat
.SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
ntuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas
‘Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan
“sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/aftau
© bangunan;

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang
berwenang menerbitkan Akta Pemmdahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai.dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya;

Bank atau Tempat Laiﬁ yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang
menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wejib Pajak;

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima,  menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah;

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan
me_lapo.rka.n penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prosedur pengurusan Akta Pemmdahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan

b. prosedur pembayaran BPHTB: _ ,
c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTR);



d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tansh dan/atau
Bangunan; ' :

€. prosedur pelaporan BPHTB;
f. prosedur penagihan; dan
g. prosedur pengurangan.

| Prosedur pengurusan Akta ‘Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur
penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bengunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

| Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

| Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTD (SSPD BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi
yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTE
dan dokumen pendukungnya. -

| Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur

pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan
akta oleh PPAT, o '

| Prosedur pelélporan Béa ‘Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] hurufl f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah
BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan
BPHTB dan Surat Teguran yang dilakukan oleh' SKPKD.

Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan
persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang
digjukan oleh Wajib Pajak, ‘

Pasal 3

| Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana_dimaksud dalam
Pasal 2, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus
~mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

a. fungsi pelayanan;

b, fungsi data dan informasi; dan

c. fungsi pembukuan dan peiaporan.

).Fungsi pelayanan sebagaimana_ dimaksud pada ayat {1} huruf a bertugas

melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan
pemungutan BPHTB scperti dalam proses penelitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB. :
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Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola database terkait objek paiak.

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana diméksud pada ayat (1j
huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTS
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

- Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang
sesuai peraturan perundangan. |

| Pejabat Pembuat Akta Taﬁah/'?ejabat Lelang melakukan penelitian atas
objek pajak yang haknya dialihkan. :

Pasal 5

| Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

| Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran . yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembayaran BPHTB

Pasal 6

1) Wajib Pajak melakukan pembayafan BPHTEB terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuken oleh Wajib
Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara
Penerimaan pada SKPKD.Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak
‘adalah sebagaimana tercahtum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. -

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanasn.



enelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meipuilt
a. kKebenaran informasi yang fercantura dalam éS‘PD BPHTR;, dan
:b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

' Jika diperiukan, peneliti@ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

" Tata cara penelitian SSPD;BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
ercantum dalam Iampiran: 'yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini. ' '

| Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

Waji_b Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kep ala Kantor Bidang Pertanahan.

% SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan
dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak

Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. :

J

Bagian Kelima

Pelaporan BPHTB

Pasal 9
Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasal 10

| Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan = Laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara
Penerimaan dan/atau PPAT.Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima
laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

| Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta
Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

3) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
' yang merupakan bagien tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Bagian Keenam
Proé_'edur Penagihan BPHTB

Pasal 11

) Prosedur 'penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang
belum dibayar oleh Wajib Pajak.

0 Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penetapan Surat'{:fI‘agihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat
i Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat
- Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTE.

3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

4 Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f:
‘Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada
Fungsi Pelayanan untulk diteliti.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3 Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. '

BAB IV
FASILITASI

Pasal 13

1) Kepata SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

| Fasilitasi sebégaimana _ dimaksud pada ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran gsesual dengan
ketentuan perundang—undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran peneraparn

~ peraturan Bupati ini.

_ Pasal 14

angka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan

epala Daerah tersendiri.

P O



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 -

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

_ » memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru. ' : '

Ditetapkan di Dobo _
pada tanggal 1L Juvt oty

PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU
PARAF KOORDINASI .

SEKDA “Q : .
KA. DINAS 3 - AVY!

'_GOD_U{E AMBROSIUS A. GAINAU

e

iundangkan di Dobo
ada tanggal [1 quvi Toly |
EKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

/\RENS UNIPLAITA

ERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR. /]



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 1\ TAHUN 2o

TENTANG - SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAX ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pengajuan' pembuatan akta sebagai
dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah,

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai
pihak yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. |

Dalam prosedur ini, Pejabat Pernbuat Akta Tanah akan memeriksa
. kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek
dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang

Pertanahan.

. PIHAK TERKAIT |
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak |
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas
hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya.
Dalam prosedur ini Wajib Pajak menylapkan dan menyerahkan
dokumen pendukung tgrkait pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan. .
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah {SKPKD)
Merupakan pihak yang mempunyai' otoritas dalam pengelolaan
keuangan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Dalam prosedur ini, DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan

PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTR. '
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3. Pejabat Pembuat Ak‘ca Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung
BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTR. Pihak yang dapat
menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT
bertugas dan berwenang untuk:
- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor
Bidang Pertanahan; | -
- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan; dan
4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan |
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah
wewenangnyé. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek
pajak.

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Wajib Pajak (selaku pen;érima hak atas tanah dan/atau bangunan)
menyiapkan dokﬁmen peinduk_ung terkait perolehan hak atas tanah
~ dan/atau bangunan. Dokﬁmen pendukung ini menyatakan bahwa telah
terj-adi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah
pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli,
surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan
telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau
bangunan. Dokumen ini juga dapat . disertai dengan dokumen

pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian inengajukan permohonan pengurusan Akta
Pemindahen Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib
Pajak menyerahkan permohonan penguruéan akta kepada PPAT
dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunarn.

Langkah 2

Pejabat?embilat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan
akta dan dokumen pend:ukung perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen
pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah
lengkap, PPAT kemudian. mengajukan permohonan pemeriksaan data

objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanghan.




Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan
pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyerahkan data objek p:ajak kepada PPAT.

Langkah 4 | | ;

PPAT menerima dafa objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan
membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang
Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan ‘pengecekan objek
pajek dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5 . _
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak

atas tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT.
PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan. ' '

Langkah 6 :
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir

Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah.

Langkah 7 _

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak
terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai’ BPHTB terutang. PPAT
kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke
dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah
mencantumkan seluruh informasi ydng dibutubkan, PPAT Ialu
menandatangani Surat Setoran Pajalc Daerah BPHTB. Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB merl.l?pakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayéran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkah oleh Kepala Daerah dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar,

dengan perincian sebagai berikut:




> Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
» Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
» Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang: Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran. ' |

" » Lembar 4:

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian
SSPD BPHTB. :

> Lembar 5:
Untuk Bank yang Dltunjuk/ Bendahara Penerimaan sebaga,t arsip.

» Lembar 6:
Untuk Bank yang Dituhjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan
kepada FFungsi Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTR vang telah diisi
kepada Wajib Pajak. ' |

Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak_ Daerah BPHTB yang telah

diisi dari PPAT.

' PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

./.{\ .nl -

ROSIUS A. GAINAU

GODLIEF




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN |  Lembar 2
- - Unfuk PPAT/Notari
(:SSPD-BPHTB ) sesagaiarsp
B BERFUNGS! SEBAGA! SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
Loge Pemesintah Daorsh PAJA_K BUM! DAN BANGUNAN (SPOP PEB}

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAN:
PERHATIAN: Bacaleh pelunjuk pengisian pada halzman bel akang lembar it terfebin datitu,

61 Namawali Pask ' (T 1]
2, NPWP; i
3. Alame! Wajib Pajak:

4. KdurahaniDesa: - 5. RT/IRW. B.Xecamatan:
7. Kd}upalan!}(ota ) 1.‘ 8. Kode Pos:

B 1. Nomor Objek Pajek (NOP PBE: | | ] ] L_Ll_f L_LD I_LU L i1] [

2, Letak lanah den stau bangunan
3. Kelurahan/Desa; . : ) 4. RIRW:.

5, Kecamatan: ' 8, KahupatewKola:
Penghitungan NJOP PEB: :

Uraian [ D i b th' fib. Mkm'&IOPPBB/mz L NJDP PBBIm?
ﬂ:km :n;emkgﬁgmm yarg { pnkmn'? gﬁfﬂm [ fnrjlﬁ'lyl uas x BB/ my
Tanzh { bumi 7 ; m|s
(b ] B T
Bengunan 8 : m? 101 Rp A 12{Rp .
angha & x angk 10
o MIOPPBE: (13| Rp TN
16. Jenis perclehan hak alas lanah dan atau bangunan; | | | 14, Harga transaksi / Milsi pasa. [ Rp . ] ]
18. Nomor Serfifikal : : .
C. AKUMULAS! NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp

F 0. PENGHITUNGAN BPHTB { Harya disi bardasarkan panghitungan Wajb Pajak }

1, Nilal Perdahan Chjek Pajak { NPOP } mempeﬂ:ah‘kan nlialpada 8,13, B.14, dan & ' 1 PRp
2, Mlal Perdlehan Objek Pajak Tidak Kena Pajek [ NPOPTKP ) memperhatikan nilel pada C 2(» FRp
3. Niai Peroiehan Objek Pajak Kena Pejak { NPOPKP ) : .| ;g d-epe? | 3 [ Rp
4. Bea Pardishan Hek das Tanah dan Bangunan yang lerutang _ Fpxengked | 4 | Rp

E. Jumiah Seforan berdasarkan;
D 8. Penghitungan ¥Wajib Pajak
D b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR /'SKPDB

KURANG BAYAR TAMBAHAN 7} Normor; Tanggal;
[3 c. Pengurangan dihitung sendii merjadi: [D % berdasar Peraturan KDH NG: ... .oo.ueemsvessessss oot s eosos eeeee s sssnee s
L d..
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka):
L |

{herdasarkan pemnungan 04 dan pithan df )

............ g " MENGETAHUL . DITERIMA OLEH: Tetah Divenfkasi
WANB PAJAK .’ FENYETOR PPATINOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
TaNGQal: oo KEUANGAN ASET DAERAH
Hamna lergkap dan tands tangan Narnia fongkap, atarnpol‘, dan tanda tangan Nana ianqhup, stempol, dan tends tangan Mamnlangkap, stenpsl, dan tanda tangan

ya il cleh

PETUNJUXK PENGISIAN SSPD BPHTB

rmulir ini terdiri dari 6 -(enam] lembar. Lembar pertama diterima Wajib
hiak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT,
mbar ketiga diterima Kepala, Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota;
mbar keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP);
mbar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar keenam diterima
ndahara Penerimaan.

lah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

unakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis
rolehan hak atas tangh danjfatau bangunarn.

prmulir inl dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu
smbetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.



2A PENGISIAN:

UFA Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

UFB Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan ‘ ' |
Arigka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOF) yang tercantum

SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yéng bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi- dengan letak tanah dan/atau
unan yang haknya diperoleh. | ‘

. Angka 7 s.d angka 13  Merupakan tabel untuk. penghitungan

P PBB atas tanah dan/atau bangunan yvang haknya diperoleh

Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB

terjadinya perolehan |

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB

a9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat

Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

agunan atas permohonan WP
. Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan
igunan sebagai berikut: _ ‘

enis Kode | Jenis Perolehan Hak | Kode | Jenis Perolehan Hak | Kode

olchan Hak :

nindehan | 01 -Pemasukan dalam | 06 |-Pemekaran Usaha 12
perseroan  /badan | -Hadiah 13

il Beli 02 hukum lainnya -Perolehan hak 14

N | 03 | -Pemisahan hak | 07 | Rumah Sederhana
mukar yang : Sehat dan RSS
’ 04 mengalkibatkan | melalui KPR
Wasiat | 05 peralihan: bersubsidi *)
-Pennunjukan 08 |-Pemberian hak baru 15
pemberi ° dalam | -Pemberian hak baru 16
lelang - sebagai kelanjutan
-Pelaksanaan 09 pelepasan hak
putusan .  hakim | -Pemberian hak baru 17
yang  mempunyai diluar pelepaasn hak |
) kekuatan! = hukum

tetap
-Penggabungan 10
usaha
-Pelebaran usaha 11

*} Dalam hal Perclehan Hak Rumah Sederhana Sehat {Rs. Schat/RSH)

aimana diatur dalam kepu?_ftusan Menteri Pemukiman dan Prasarana




No. 24 /KPTS/M/2003 tcﬁ;tang pengadaan perumahan dan pemukiman
an dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah
an

Keputusan Menteri Pemukiman darn Prasarana Wilayah  No.
KPTS/M /2004 dan rumah. Susun Sederhana yang dilakukan melalui
it Pernilikan - - __

Rumah bersubsidi (KPR 'bersubsidi] yang pembangunannya mengacu

peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang
yaratan

Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan

bersangkutan.

UF C Diisi dengan akumulasi atas nilai—niléi perolehan hak yahg pernah

diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan

lembar tambahah untuk menunjukkan detail perhitungan.

UFD Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan

unan (BPHTB) oleh WP. | '

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan

SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d

f C tidak perlu diisi ' |

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga

eksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namunmn,
hal '

NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka
NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana‘huruf B angka 13. Dalam hal
WP yang bersangkutan pémah menerima peralihan hal, maka angka
NPOP ini harus mcmper%timbangkan akumulasi ini, jika akumulasi
sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung sebagai
penjumlahan dengan akumulasi ini.

Angka?  Diisi sesuair dengan besarnya NPOPTKP  untuk

paten/Kota yang bersangkutan, yang ditétapkan Kepala Daerah

(informasi imengenai': besarnya NPOIPT_KP dapat diperoleh melalui

KAD setempat) |

Angka 3 Cukup Jelas _

Angka 4  Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3)

an tarif pajak sebesar 5% (se}éuai Pasal.... Perda No. ... Tahun ...... }

UF E Diisi dengan memberi tanda “X” pada kotak yang sesuai dengan

seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C



huruf C tetapl menggunakan Sura’r Tagihan Pajak Daerah
BPHTEB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat
Ketetapan Bea - Perolehan ‘I—Ial:{.atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)

Hurufc. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan

pengurangan dari- jumlah yang seharusnya ada di huruf C,
Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan vang
berlaku | '

Hurufd. jika terdapat dasar/ketentuan Iam selain huruf a, huruf b,
dan huruf c, sepefti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK
Keberatan/Putusan Banding/ Putusan lain yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dlbayar berbeda dengan yang tertera
di HURUF C.

Jika E-a d1p1hh maka Jumlah setoran mcnggunakaﬂ D-4,

Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di
E-b

Jika E-c dipilih, maka jiimlah setoran menggunakan D-4 dikalikan
dengan prosentase yang dmyatakan di E-c:

Jika E-d dipilih, maka Jumlah setoran squmlah Illlal yvang dinyatakan di
E-d , ‘

ah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada

t

gn yang diarsir).

¢ an Dalam hal BPHTB yang scharusnya terutang nihil {nol}, maka WI
tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan “NIHIL
pada bagian JUMLAHH SETORAN. SSPD BPHTB nihil cuku;
diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yany
telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahar:

Penerimaan).




- D. BAGAN ALIR

1. Wajib pajak (penerima hak) mengurus perolehan
hak atas tanah dan atau Sangunan ke PPAT dengan
menyerahkan dokumen terkalt peroclehan hak atas
tanzh danfatau bangunan.

2. PPAT menerima dokumen perolehan hzk dari
wWajits Pajak. PPAT kemudian memeriksa data
mengenai ‘cbjek pajak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

3. Kepala Kantar Bidang Pertanahan menyediakan
data yang dibutuhkan oleh PPAT terkait
pemerikszan oblek pajak.

14. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

S, PPAT kermudian  menyimpan Draft  Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

16. Berdasarkan prosedur vyang berjalan, PPAT
imenerima  formulir  S5SPD-BPHTB  dari  Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah .

7. PPAT menghitung BPHTB terutang, menylapkan
SSPO-BPHTB.

8. WP bersama-sama dengan PPAT Kemudian
menandatangani SSPD-BPHTE,




OSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAL
N/ATAU BANGUNAN |

GAMBARAN UMUM

Prosedur ﬁembayarail- BPHTB ole.h_ penerima hak tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pembayaran. yang dilakukan Wajib Pajak
atas BPHTB terutang melalui Bank ‘yang Ditunjuk/ Bendahara
Penemmaan

Dalam prosedur ini Wajlb Pajak dapat memilih untuk melakukan

: PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak sclaku Penerima Hak |
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTE
terutang atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan.

. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menylapkan Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB  sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB
terutang dan membantu melakukan perhltungannya

. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara _Penerlmaa_n

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari

Wajib Pagjak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara

Penerimaan 'b,efwenang untuk:

- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTR;

- mengembalikan SSPD BPHTB yang peng'isiannya tidak lengkap/

~ kurang; _
N menandatangam SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya;
. daxl# e iR - H

- mengarsip SSPD BPHTR Iembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

- LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur scbelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat
Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

natnls malalilran mamhbatraran afanr nanwvastaran naials wrana tartitanae e




Kas Daerah atau tempat lam yang ditetapkan oleh Kepala Dacrah dan
sekaligus untuk melaporken data peroléhan hak atas tanah dan/atau ”
‘bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri .atas 6 lembar, dengan E
perincian sebagai benkut

Lembar 1: :

Untuk Wajib Pajak.

Lembar 2: ,

Untuk PPAT sebagai aréip.

Lembar 3: .

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran. |

Lembar 4 , _

Untuk Fungéi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian
SSPD BPHTB. e
Lembar 5:

Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

Lembar 6: , :

- Untuk Bank Yang DltU.l’l_]uk/ Bendahara Penerlmaan sebaoau 1aporan

kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan. ' 7
Sebeium dlgunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT |
menandatangani SSPD BPHTB tersebut. |

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak
kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB
dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang
Ditunjuk/ Bendahara Penérimaan kemudian memeriksa kelengkapan
pengisian SSPD ‘BPHTB dan kesesuaian.ﬁésaran nilai BPHTB terutang

dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajalk.

Langkah 4
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD

BPHTB. Lembar 5 dan 6 dlSlmpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan
ke Wajib Pajak.



Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Banl
yvang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian

melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD

A. GAINAU




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3 -

( SSPD-BPHTB ) . Untuk Bank Yang Diunjub

Bendzhara Penetimsan

CocoPamadrtad BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERST AHUAN OBJEK PAJAK
°unPumArtah Diesh PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PER)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASETDAERAH:
PERMATAN: Baca'sh pelunjuk p engisan pade halaman belakang lembar i terkebih daburk,

I TTIT

3. Albmal Wajb Pajak:

4. KelirahanD esa; 5. RTRW: §.Kocam afan;
7. Kebupaten/Xota: ’ - " 8. Kode Pos:
B.  1.Nemor Objek Pajsk (NOP) PBE: | T 3] 1T ]
2. Letsk tanah dan atau bengunan;
3. KebrahanD esa; 4. RT/RW:
5. Kecamatan: i : B. Kabupale.nﬁ(uta.‘

Pe nght ungan NJOF PBB;

) Luss NJOFP PEA £ m?
Urejanm { Disifuas tana hdan abi vb aoguiren yang {Dlisk berdasafkan SPPY PES b hun kg adinya Luasx NJOP PES fm?
hakays dperah | perokhan hak/ Tahen,., ..‘......f
Tanah ( bumi } 7 | . mz| % Rp | rp
__________ o angks 7 x g0 gky$
Bangunan 8 ] 2 |10 12
g i M2 [T BB — o o TR T
NJOP PBB: [
angka 17+ aagka 12
15. Jenis parulehan hak d#s tanah dan atev bangunan: D:] 14, Harga trangaks { Nilei pasar
16, Nomar Serifkat l
G AKUMULASI MILAI PER OLEH AN HAK SEBELUMN YA .. . l Ry
D. PENGRITUN GAN BPHTB(Hanya desf berteserkn penghlungan W 4B Papi] )
1. Niki Perokhan Cbek Pajak (NFOP) mamperhatikan niei pads 813, B.14, dan C R 1t » Rp
2. Nitai Perclahan Objek Pejak Tidek Kene Pejak [ NPOPTKP § memperhatikan nilei pada C 2 B Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajek Kene Pajak( NFOPKP) . ' Cagla f-engwz |3 M Rp
4. Bea Perlehen Hak ates Tanah dan Bangunan yang ierulané . - Shxengal ;4 B Rp i’

E. Jumnleh Setored berdasa rkan;
r... a. Penghitunge n Wb Pejak

b. STPD BPHTS/ SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN ) © Nomor:

E ¢, Pengurangen dihitung sendid menjadi; % berdasar Peraturan KDH No; .

I P e

JUML AH YANG DISETOR {dengan angka) {dengan huni):
I Re ::'é‘,
{bardssxskan peditungas OF do piltan & E) .
*) Coretyang tak pert . F S
PRI 1| O oo eorraarees MENGETAHUL: DITERIMA QLEH: Telah Diverifikasi;
WANB PAJAK /PENYETOR PPAT! NOTARIS TEMPAT PEMBAYAR AN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELGLAAN
- Targgall e e e e KEUANGAN ASET DAERAH

Nameiengkep, dempel, den l#ds langan Maia kengkep, slempel, dantand 8 1afig en

Name le ngkap den enda fangen Nama fengkap, slempel, dsn Bnds Bngen

Hanya dilal dleh
pelugan OPPKAD

Lambar 58 ~Bak Yang Dienje




SURATYT SETORAN PAJAK DAERAH

( SSPD-BPHTB )

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 6
Untuk Benkyang
 dunjukBendahara

{ogo Pameriah Dastah BERFUNGSI SESAGA] SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN {SPOP FBE)

enaimaan sbglaporan
DPPKAD

H£S PENDAPATAN PENGELOLAAN KEU;RNG__AN & ASET DAERAH:

RHATIAN : Bacalah p stunjukp engisan pede halaman belakang lembar 4% terkbih dabiu b,

1. Narme Waijib Pajak
2 NPwp:

1!

1L

3. Alarn &t Weib Pajak;

4, Kelirehan/Dasa; 5. RTRW:

6. Kecam atan;

1, Habupaten{¥ot a; 3. Koda Pos:

{, Nomar Otiek Pajak (NOP) PEB: |

01 11

2. Letek lansh dan stau bangunen:

3. Kebephan/Deca:

4.RT/IRW.

5 Kecamalan; 6. Kabupaten/Kota:

15. Janis perolahen hak d 25 tanah dan sty bangunan: l:[] 14, Harpa transaks / Nilet pasar: LRP

Fenghtungan NJOP PBE:
. Luas NJOP PB3/ m?
Uraizn { Dslluss tanuhd an abru b angunanyi iy | {Diki berdisarkun SPPT PEA 5 hun Biadhya Luasx NJOP PBB /[ m*
haknys dparoken } R peraken an hok f Tahon . coe
Taneh { bumi 19 o 1 ' 4

{ bumi ) R i fRE antke 7 xomaked

Ba ngunan 8 I ,mz 10 R 12| pp
e e s e e it e e it e e i o 2 e sy =) T e |

NJOP PEB: 13iRp

e v e e mm IO QKA T+ 30k 12

16, Nomor Serifiat :

ARUMULAST NILA} PEROLEH AN HAK SEBELUMN YA I

Rp

PENGHITUN GAN BPHTE { Hanya disiberdssadom penghitingan Wajh Pejrk)
1. Niai Perolshan Objek Pajek (NPOP Y memperhafitan nilsi pada 8,13, B.14, den & 1 P Rp
2. Nilai Parolehan Objek Pajak Tidak Kanz Pajak { NPOPTKP } memparfatikan nilai pada C ) 2 > Rp
3 Nilai Perolghmn Objek Pajak Kena Paiek{NF’OPKP_] sglei-snga? (3 B Rp
Baz Parolahan H ak ates Tanah dan Bangunan yang terutang Shxarged {4 B Rp

Jumleh Setoran bet dasa han:
r a, Penghilunga n Wajib Pajak

b, 5TPD BPHTB/! SKPDB KURANG BAYAR/ SKPOB
KURANG BAYAR TAMBAHAN ) Nomor:

. Tanygak
L—_ ¢. Pangurangan dihitung sendif menjadi: I % berdas:a;: Perafuran KDH No: ...

LT AR MENGETAHUI: DITERIMA OLEH:
JIB PAJAK TPEN YETOR PPATINOTARIS TEMPAT PEMEAYAR A BPHTE
Tanggal: .o e aeree e

Telh Diverfiltast
DINAS PENDAPATAN PENGELCLAAN
KEU AN GAN ASET DAERAH

Nema lngkap, stempel, d sa nds B gan v Namiaiengken, dempel, den 1aoria laopan

7

Mama lengkap, slempel, danisndatangos

4 «Fungsi Pembukien & Pelapoen




D. BAGAN ALIR

1. Berdasarkan prosedur pengurusan akta
pemindahan hak, maka wajlb Pzjak menarima $5PD-
BPHTE darl PPAT. :

. ‘wajlh _um._..mx membayar BPHTB terutang dan
menyerahkan 55PD-BPHTSE kepada Bank vyang
Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. ‘

3. Bank vyang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
menedima  pembayaran, menandatangan! SSpD-
BPHYB, mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5 dan 6, dan
meanyerahkan SSPD-BPHTEB lembar 1, 2, 3..dan 4
kepada Wajlb Pajak.

4. Wajlb Pajak menerima $5PO-8PHTE-lembar 1; 2,3
dan 4,

’

5. Wajib Pajak kemudian mengajukan permchonan
penelitian SSPD-BPHTB kepada Fungsi Pelayanan,

Selanjutnya digunatan
dalam proses pelapeoran




PENJABAT. BUPATI KEPULAUAN ARU
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OSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH — BPHTB
PD-BPHTB]

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penel1t1an Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
merupakan proses verlﬁkam kelengkapan dokumen dan kebenaran data
terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan
pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaaan.
Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi
Pelayanan di Dihas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Asct Daerah.
Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi
maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Sctoran Pajak
Dacrah BPHTB. |

. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 7

Merupakan pihak yang mengajukan pelmohonan penelitian kepada

Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang

telah dibayarkan. ' L

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek

pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

Fungsi Pelayanan berwehang dan bertuga's untulk:

- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan
Informasi; |

- memeriksa kelengka‘ﬁ«an dokumen dan kebenaran data terkait
objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

- menandatangam Surat Setoran Pa]dli Daerah BPHTB vang telah
dwenﬁka& _ _

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Meru;ﬁakan pihak yang nienyimpan databuase objek pajak. Fungsi ini

menyediakan data terkait obiek pajak kepada Fungsi Pelayanan.

Fungsi Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untulk:

- mengelola database ‘objek pajak yang termasuk dalam wilayah

wewenangnya; dan




- menyediakan data objek pajak _afas permintaan darfi Fungsi
Pelayanan. : | '

C. LANGKAH-LANGKAH TEf{NIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku pen‘erinﬁa hak menyizi‘pkan dokumen rpcndukung

yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB! Dokumen pendukung

terdiri atas: o ‘

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi -Penerimaan Daerah
(NTPD}/ SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD)

- Fotokopi ‘identitas Wajib Pajak (dapélt berupa Kartu Tanda
Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor);

- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

y

- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga,
dalam hal transaksi waris.

- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotokopi Kartu NPWP;

- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB.
Wajib Pgjak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian
SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung

kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan mcnex’fﬁia Formulir I%ermohonan Penelitian SSPD
BPHTB, SSPD BPHTB (lembér 4], dan dokumen pendukung dari Wajib
Pajak. Fungsi Peiayanan kemudian mengajukan permintaan .data
terkait objek pajak berdasarkan Formulir-Pef_mohonain Penelitian SSPD
BPHTB vyang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan
menyampaikan Form Péngajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data

& Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengoléhan Data S%;Informas-i_ menerima Form Pengajuan Data
dari Fungsi Pelayanan.

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan
dari sistem database objckfbajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan

A Y i ek VR TG



Data. Fungsi Pengolahan Data & Infomiés_i lalu menyerahkan kembali

data Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuaﬁ Data yang telah diisi data
objek pajak dari Fungsi Perigolahem, -Data & Informasi. Fungsi
Pelayanan kémudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam
SSPD BPHTB dan do—kumeﬁ ‘pcndukuﬁg SSPD_ BPHTB berdasarkan
data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam
kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan
untuk mengecek kebenaran data secara riil. 'Mekanié'me dan tata cara

penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB
dan kelengkapan dokumen pendukung. terpenuhi, maka Fungsi
Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4).
Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) ‘sebagai
dokumentasi. Fungsi Péiayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB
(lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Pungsi

Pelayanan.

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

!

GODLIEF [AMBROSIUS A. GAINAU




Lampiran : 1isatu) set
Hal : Panysmpaian S5P0 BPHTE vrtuk diteliti

Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daersh
pemerintah Kahupaten/Kotd .. m-m

Yang bertanda tangzan i bawahini:
Narha Wajib Pajak H

NPWP ) O OO ) L

Alamat T

Bersama ini menyampatkan SSPD-BPHTB untuk dite‘ll‘ti atas perckehan hak atas tanah dan /atau bangunan
seba gai berikut : i

Nop o o o o o

Atamat H

Desa/Kelurahan :
Kabupaten/Kota H

Tartampir dokumen sebagai berkut :

(1) 55PD-BPHTB yang tertera Nomeor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / 55PD-BPHTE dizertai Bukti
Penerimaan Da erah [BPD}*} .

(2) Fotokopl SPPT atsu STTS/ Struk ATM bukd pembaysran PBB/ Bukti Pembayaran PBE
lainnya Tahun ¥ '

(3) Fatokopi dentitas Waib Pajak berupa v e -

{4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

($) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak **}

(5] Fotakopi Kartu NPWP

[7) cereermanmmes seronmsn s ossars somomest

Demkian disampaiksn un;:uk dapat ditskukan penelitian SSPD-3PHTE,

Xeterangan: . 20
" coret yang tidak perlu Wajib pajak/ Kuasa W ajib Pajak *)
**) dalam hal dikuasakan

o R Sh Gk .‘!&%5‘&5‘- e
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelzshan S5PD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan
bahwa:

- Data ohjek pajak yang tercantum dalam SSPO-BPHT B telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung peralehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

Fungsi Pelayanan

el



engan hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan
permintaan data terkait perclehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Serta data chiek pajak atas

Nomar Gojek PajakeNor) [ | | || | LI 1] (T 1 L O] [

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

. 20
Fungsl pelayanan




nHormat, -
bizh Ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu:

7. RT/RW:
S, Kabupaten/Kota: -

Luas NJOP PBB/ITIZ
Uraian (Diisi fuas tanah daAn ataubangunan |Diist berdasarkan SPPT PSS tahun Luas x NJOP PBS / m?
yang haknya terjadinya
diperoleh) perolehan hak / tahun........)
bumi} 7 m¥ g 11{Rp
an 8 : m? 10 : 12|Rp
NIOP PBB 13)Rp

data Ini dapat bergunadalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima Kasih

,20
Fungsi Pengelolaan Data

& Informazst
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PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR BIDANG
PERTANAHAN : ' - '

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas
perolehan/peralihan hak kepemilikani tanah. Pendaftaran ini
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kecpada Kepala
Kantor Bidang Pertanahan. - _

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau "Bangunan. PPAT
menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di

Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen
pendukung pendaftaran akta pemindahan hak étas tanah
dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen-

dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
| Merupakan pihak yang mer@getjukan pendaftaran akta
pemindahan hak  atas tanah ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan. PPAT berwenang dan ;bertugas untuk:

- mengajukan pendaftaran pemiﬂdahan hak atas tanah; dan




-  menyiapkan dan menandat’ariiiga;hi Akta" Pemindahan Hak
atas Tanah dén/ atau Bangunan yang telah terdaftar di
Kepala Kantor Bidang Pertanaﬁan.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahani |

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah

di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor

Bidang Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:

- memeriksa kelengkapan doku:men pengajuan pendaftaran
hak atas tanah; dan | ' .

- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib
Pajak menerima Surat Setoran Pajalk Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh
Bukti Penerimaan SSP PPh Pésal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak
penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu
menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4
(2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Péjak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh
pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft
Akta Pemindahan Hak atas Tanah' dan/atau Bangunan. PPAT
mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.



Langkah 3

PPAT mengajukan pcnd-aftaran peji;olehan/ peralihan hak atas
tanah dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan, Surat S%:toran Pajak Daerah BPHTB
(SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukt:’f%Penerimaan SSP PPh pasal 4
(2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Bidang Pertanahan m.en'erima dokumen pengajuan
pendaftaran perolehan/ peralihanl hak atas tanah. Kepala Kantor
Bidang Pertanahan kemudiem menelaah kelengkapan dokumen
dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang
Pertanahan lalu memperbahai"ui database daftar kepemilikan hak

atas tanah.

Langkah 5

Kepala Kantor Bidang Pertanahan méngarsip Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang
Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal
4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6

PPAT menerima _dokurnen ‘térsebut dan kemudian
menandatangani Akta Pemindahan- Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.



Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
' Bangunan yang telah ditandatangani 'kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pernindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.

" PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

Y.

S A. GAINAU




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 3
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar

( SSPD'BPHTB ) Untuk Kepala Karor

Bdang Petenéhan

BERFUNGSS SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJ EK PAJAK
PAJAK BUM DAN BANGUNAN {SPOP PBS)

LogoPemailttahDaarsh

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH: .
FERHATIAN : Baca bh pelunjuk pengidan pada hakan belakang lembar i terlebih dahuks.

A, 1.NamaWejib Pajak
2.NPWP:

T

4. KekrahanDesa: 5. RT/RW: ] 6 Kecamalan:

3. Aluinat Wajb Pajsk:

1. Kabupatenofa 8.Kode Pos:

O e 0 S ) DR B

2, | etafk tansh dan atau bangunan:

3. KelrahanDasa: : 4, RTIRW:

5. Kecamatan: 6. Kabupaten/fota:
Penghiungan NJOP PBB:
Luaz NJOP PERS ¥ .
Uraian { Disilusstanahdan atrdbangun nvang | {DFisiberdasarkan SPPT PES lafue kfadinya Luas x NJOP PBE/ m?
haknya dperokh ) peroktran kak/ Taa .. .ot
. e a8 RS B o o Ao 1 3 - AP H 11
Tangh { bumi ) 7 I mz l e T xancin?
Bangunan 1 RPI . Bogta BX aigka 10
SMJoPPEB: 13 Re —_
o e angha 1 1 angRa 12
15. Jenis perolehan hak # = fanah dan sfau bangunan: [:D 14.Harga transixlicsi INilai pasar; | Rp J
16. N omor Serifial
C. AKUMULASI NILAI PERCLEH AN HAK SEBELUMN YA , l Rp
D. PENGHITUN GAN BPHTB (Hanya 41k berdassikan penghlngan Wb Pajak)
1. Nilai Perolehan Cbick Pajak (NPOP ) memperhafkan nlai peda 8.13., B8.14,danC 1 Rp
2. Niki Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) memperhafkan niai peda C ) 2k Rp
3. Nital Perolehan Objek Pajak Kena Pajak{ NPOPKP ) o wgizt-engwz |3 B Rp
4. Bea Pemlehan Hak atas Tanah dan Bangunen yang lemtang . Stxangka 3 a4 > Rp

F. Jumiah Setoran berdasa rkan:
r— a. Penghitungan Wajb Pajak
| b. STPDBPHTB/ SKPDB KIRANG BAYAR ! SKPDB

KURANG BAYAR TAMBAHAN ~) Nomor: Tanggat
E ¢. Pengurangan dikitung sendii manjadi: % berdasar Peraturan KDH No: .
JUMLAH YANG DISETOR {dengan angka). {deny aif):

s

{perdessrkenpeddiinga D4 day pilhan oi £}
*) Corstyang Fusk perlt

MENGETARUL; DITERIMA OLEH; Tekh Diverifikast
PPATI NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal: cos co e KEUAN GAN ASET DAERAH
Nama tengkep dan landa langan Narne lengkep, stermpel, dan knda keagen Nama tengkap, denips!, dan tanda langan MNama lengksp, stempel, danlandalzngan

Harrya dlsi deh
petugas DPPKAD

Lembar 36 —Kepak Kantor Bdang Feranahan




uﬂommu ur pembayaran dan

&mmmlnmj i .

. mM_U_\ nm:m::m? wajik Pajak menerima 55PD

se par 1, 24 dan 3. Wajib pajak Jalu
|jembar 2 dan 3 kepada

e
M-
mmm_%mn transak pembayaran PPh di
ak, wajib pajak juga
; pangrimaan 5SP Pasal 4 ayat

n Akta _um:i;nmrm: Hak Atas

1apka
.._»amn.—{_m_u
5 ﬁ_u.b. n.m:\mnmc pangunan. ppaT  kemudian
\_ﬁ:m: nrm: nmzmm_cmz _uman_mwnm_‘ms hak atas
alipan hak 2tas tanah. PPAT

pPHTE jernbar 2.

..P._. Akta _um:.;:n_m:ma Hak Atas
pPAL an/atel aangunan, 55PL BPHTB lembar 3
h irmaan S5P pasal 4 ayat (2} .xmnmn_m“

4
A.&ﬁm m_..___nnd m.mjm_‘_n._
uu_.._ 3 _Am:ﬂoﬂ pidang _umﬂnm:mrm?
a ’
_mmv
ol xmaaow gidang partanahan menelaah
5. xmﬂ:m: dan Bmanm_\cwﬁm«:m daftar perolehan/
,nm_‘,mﬂam: hak atas atas ranah. Kepala Kantor
nmaLm portanaha? mengarsip  SSPD BPHTB
-H&“
I
_mﬁﬁm_wumﬂm. .
pidang pertanahan menyarahkan

ald Kantor
p an Hak Atas Tanah dan/atau
i vm.:m:qjmm: ssp Pasal 4 ayat

i Akta pemindahan Hak
4 Bangunan- ppAT kemudian
vm:ﬁ:amrm: Hak Atas Tanah
kepada wajib Pajak.
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ROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan
oleh Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan
penerimaan pembayaran BPHTB dari 'Waji-b' Pajak. Prosedur ini juga
:meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah
atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib

Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas

daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

- menerbitkén dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara
Penerimaan atas setiap pembaYéran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah; dan o

- menyiapkan Register SSPD BPHTB. ,

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, rhenyetorkan, '~ menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang peﬁdapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas

untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui
mekanisme penyetoran tunai; . |

- menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap
pembayaran BPHIB dari Wajib Pajak melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;




. menerima Register SSPD BPHTB' dari Bank yang ditunjuk atas
pémbayarén BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;

- menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari
Wajib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara
Penerimaan; |

. mencatat penerimaan - BPHTDB dalam Buku Penerimaan &
Penyetloran; : | o )

- menyiapkan Register STS; dan

. mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/
Wajib Pajak. a

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menmapkan dan menandatangam Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur

ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan

Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4, Fungsi Pembukuan & Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyviapkan Laporan

Realisasi PAD berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari

Bank vang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat

Akta Tanah.

Dalam prosedur ini Fungsi Pembukﬁan & Pelaporan berwenang dan

bertugas untuk: \

- menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;

- menerima Registerr SSPD BPHTB dafi Bendahara Penerimaan;

- menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;

- menerima Buku Penerimaan & 'Penyetoran dari Bendahara
Penerimaan; | |

- menerima Laporén Penerbitan Ak’_fa Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Ba—mgunén dari PPAT; dan

- menyiapkan Laporari Realisasi PAD ;

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima meialui Bank yang Ditunjuk
Langkah 1 |

Berdasarkan prosedur éebehimnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip
sSSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib} Pajak yang melalui

mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.




Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang
Ditunjuk menerbitkan Nota Kredlt dan membuat Register SSPD
BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke
Bendahara Penerimaan atas setiap penemmaan pembayaran BPHTB

melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang
Ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan
BPUTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan

juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah S

Secara periodik, Bank vang ditunjuk menyampaikan Register SSPD
BPUTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi

Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 6 |
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalLu Bendahara Penerimaan

Langkah 1
Berdasarkan prosedur —sebeclumnya, Bendahara Penerimaan
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas sctiap

penerimaan pembayaran BPUTB dari Wajib Pajak secara tunai

melalui Bendahara Penerimaarn.

1 Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara
penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan
& Penyetoran. Bendahara Penerimaén juga mencatat SSPD BPHTB
ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip
SSPD BPHTB lembar 5. s |




C.3.

Langkah 3 |

Secara periodik, Bendahara Penierimaan menyampaikan Register
SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku
Penerimaan & Penyetoran, beserté Register STS kepada Fungsi

Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4 : .
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB

yang dilampiri dengan SSPD BPI—ITB lembar 6, Buku Penerimaan &
Penyetoran, beserta Register STS.

Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan
menandatangani Akta Pemindahan -Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPITB lembar 2 dari Wajib
Pajak. '

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3 .
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi " Pembukuan &

Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan
& Pelaporan menerima dokumen berupé Register SSPD BPHTB,
SSPD BPHTR lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register
STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.




Langkah 2
Rerdasarkan dokiimen—dokumen ters
aporan Realisasi PAD.

ebut, Fungsi Pembukuan &

Pelaporan menyusun L

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,




Co

MTOM LAPORAN PENERBI

TAN AKTA

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT .

TS OO 1., 1

[

Nama PPAT . Kepada Y.
Alamat . Kepala Dinas
NPWP Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
DaerahKerja kabupaten/¥ota
AKTA NAMA, ACNAT, DAN NPWP | CuAs MY 4ARGA $PPT B s5p $SPD BPKTE
RA
vmﬂwﬂﬁﬂz PHAK FANG PIHAK YANG - JENSDANNOMOR| ETAR TRNAHDAY BANGUNA vmmo:z%”humz NOR : : KETERANGAN
_ . ALIHKAN/M OHAK BANGUNAN | TANAH 0 :
URUT [NOMOR [TANGGAL HUKUM MENG | MENERIMA gy GAUMANRAX | TAHUN NIOP (RF] | TANGGAL (¥ |TANGGAL {REY
o o EMBERIKAN i R LTI . :
e}
2 3 4 5 b 7 8 k] 10 1 12 13 14 15 16 17 18
]
- 17}
Nama PRAT




‘- Daerah Kerja

- Kabupaten/Kota

i Bulan

Tahun

- Didalam Tabel

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Nama - PPAT yang - bersangkutan, atau PPAT
Pengganti, Contoh: Octavianus, SH, atau Birgitta,
SH.

Alamat PPAT yang bersangkutarn.
NPWP PPAT yang bersémgkutan.

Daerah Kerja PPAT yang bersaﬂgkutan Contoh:
Kabupaten Pulau Tidung.
Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh:
Kabupaten Pulau Tidung,

Bulan bersangkutan

“Tahun bersangkutan

Nomor urut pengisiaﬁ tabel.

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT
vang bersangkutan.

Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan
angka, Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober
2011 ditulis; 4 -10-2011.

Bentuk perbuatan hukum Contoh: jual beli, tukar
menukar, hibah, dsb

Nama,  alamat, dan " NPWP  pihak yang
mengalihkan /memberikan. Contoh: John beralamat
di Jl. Industri Raya No. 9 dengan NPWP
49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), JL
Industri Raya No. 9 (baris selanjutnyal,
49.171.680.9-045.000 {baris selanjutnya).

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima
(cara penulisan seperti kolom 5}.

Lampiran V- Pelaporan BPHTB 50 -




. Kolom 7 ' . Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan
jenis, nomor hak:dan kelurahan/desa sesuai
yang tercantum di sertifikat.

. Hak Milik =M
- Hak Guna Usaha =1
- Hak Pakai =P

Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak
-di Kelurahan Kemayoran Utara
Ditulis: |
- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila
dialihkan seluruhnya)

- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabiia .
dialihkan sebagian) "

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi
nomor kohi dari petuk pajak yang
bersangkutan berikut persilnya atau nomor
dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan. z3

Contoh: Verosponding Indonesia Kohir nomor
47 /465 masa pajak tahun 1960 — 1964

Ditulis : V.I No 47 /465 tahun 1960 - 1964

Contoh: Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30

Ditulis ;: C. No. 395 Blok II.D ps.30

Kolom 8 . Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan S
dapat menyebut . kelurahan/desa vang
bersangkutan. ' 5
\, Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau " bangunan yang

dialihkan /diperoleh /dibebani.

| Contoh: Jual beli tanah seluas 200 m? dengan
1 , bangunan lantai dasar seluas 50 m? dan
lantai satu seluas 25 m?2.
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Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

' Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.
Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

.Contoh : Harga Jual beli vang terjadi adalah
Rp. 100.000.000

Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan
perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan
atau pemberian kuasa membebankan hak
tanggungan tetap dilaporkan.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh - No. SPPT 31.74.021.002.040 -
0124.0/11-01

Ditulis . 021.002.040 — 0124.0/2011 (dapat

disambung ke bawah sehubungan dengan
terbatasnya lebar kolom)

Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP
sebelum  dikurangi  NJOPTKP pada tahun
perolehan/pengalihan. -

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh
Tanah yang ada pada SPPT (NJOP scbagai dasar
pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh  2: Pengalihan/perolehan  atas
sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang
ada diatasnya Tanah seluas 100m? dan bangunan
25 m?2 adalah sebagian tanah atau seluas 50 m?
dan keseluruhan bangunan seluas 25 m?
Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp.
200.000.000 (untuk 100 m?} dan bangunan adalah
Rp. 50.000.000 (untuk 25 m?), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m2:
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Langkah 9
Fungsi Pelayanan menylapkan Berita Acara Pemerlksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang dltolak)
atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB j(untlik yang disetujui}.

Langkah 10 |
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11 |
Fungsi Pelayanan  mengirimkan- Surat Penolakan  Pengajuan
Pengurangan BPHTB (bagi yang ditblak) atau Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB (bagi yang chsetUJul) kepada Wajib Pajak.

angkah 12
Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan

pembayaran sesuai dengan prosedur pcmbayaran BPHTB.

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

Al

GODLIEF AMBROBI

A. GAINAU




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

NOMOR: .....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

embaca - Surat Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan atas:

NAMA T cvevveeeevrancrennans e
NOMIOT cveeverrmennennes oTanggal: e
Menimbang : a. Hasil Pemeriksaan atas Permohonan Pengurangan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah ‘dan Bangunan yang terutang
sehagaimana . dituangl_{%aﬁ dalam  Berita  Acara
Pemeriksaan: |
NOMIOT 1 eevvrieeeeenrnrneeennn SRR s
Tanggal @ .o .............

b. Bahwa terdapat/tidak terdapat *) Cukup Alasan untuk
mengurangkan besarnya pengurangan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangiman yang terutang;

jiMengingat : 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor....Tahun ....Tentang

: , Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan., P 1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
‘ KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG
TERUTANG.

Mengusulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/menolak
permohonan pengurangan Bea 'Peroleh_an Ha katas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak T et e evaetetareereeeeneaasansatriannaneaes




Alamat Wajib Pajak LA
Letak Objek Pajak T UPPOUP O PPRPRPPP PRI
Tahun BPHTB e feeeeeeiiereneracstrraesndrerseanns
Atas Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan dengan:
Akta/Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/Putusan
Hakim/ Dokumen Lain**):

- Nomor e enatresceecamteresessseacasrarnnena

. - Tanggal S e eiieesevaseeeteamancedessastesnnaniiias
NOP e s
Letak Objek e narer s
Desa/Kelurahan D ieeeees et eaer—aaaeernans
Kecamatan  eetaeeerer e e eeaanrnnatas e ennaens

Kabupaten/Kota © e rerermeeesvesevererarerseearanararerenes

KEDUA . Sesual Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum
| - PERTAMA, niaka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar
adalah sebagai berikut:
a. BPHTB Terutang Rp. ......
b. Besarnya Jumlah Pengurangan (......... Rp. ......
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp. ......
; (Sebesar: ..o..cvivieiniiienennes v )
;KETIGA . Apabila-dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
| keputusan ini maka akan diadakan  pembetulan
: sebagaimana mestinya. ! 1;
KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
b. Salinan Keputusan ini diSjmpan sebagai Arsip Data Dinas |

o Pendapatan Daerah Keibupfaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dbbo
Tanggal: «oee v,

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru

.................................

---------------------------------

¥} Coret yang tidak perlu
) Diisi sesuai keperluan




BAGAN ALIR

1, Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengaluan Pengurangan

BPHTE yarg dilamplrl dengan dokumen pendukung pengajuan
pergurangan dan Saliman Surat Ketetapan BFHTB kepada
Fungs! Pefayanan.

2. Fungsl Penaginan  menerima  dokumen  pengajuan
pengurangan BPHTB, Fungs! Penagihan xamudian membhberikan
Tanda Terima Pengajuan Pengurangan 8PHTE kepada Wallb

1| Patak,

3. fungsl Pelayanan mengarslp dekumen  pengajuah
pepgurangan. Berdasarkan dokumen tersebut,  Fungsl

i|Pelayanan ‘kemudian mengajukan permintaan data terkait

ohjek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data,

4. Fungsl Pelsyanan mengirlmkan Form Pengajuan Data
kepada Fungsl Pengolahan Data & Informasi,

5. Furgsi .Pengolahan Data & Informasl menerlma Form

|Pengajusn Data. Fungsl Pengolahan Data & Informasl|

kemudian ‘menarlk data .terkail objek pajak darl Database
bjek Pajak.

6. Fungs Pengolahan Data & Informasi menglsikan Form
Pengajuan Data dengan data terkaft objek pajak.

7. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mergirimkan Form
Pengajuan Data (yang telah terlsi kepada Fungsi Pelsyanan,

8. Fungsi Pelayanan menclash dan memerikss pengajuan
pengurangan BPHTB herdasarkan data objek pajak yang telah
diterima. )

2. Fungsl Pelayanan menylapkan Berlta Acara “Pemeriksaan
dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB {untuk yang
ditclak) atau,

- Surat fsputusah Penguraingan BPHTE (untuk yang disetujul).

10. Fungsi Pelayanan mengarsip Berlta Acara Pemeriksaan,

11. Fungsl Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan
Pepgurangan BPHTB {bagi yang ditolak) atau Surat Kegutusan
Pengurangan BPHTH (bagi yang disetu)ui} kepada Wajib Pajak.

12. Wajth PFajak menerima surat Kketetapan BPHTB dan
melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur permbayaran
BPHTB.

Bilampi! dangen
dokuman

R R

Ditclsk

Dlsetujui

Puling barrkost 2 {rga
batan eteldh Sorst
Peagplusn
fenguranged dlieriens




Rp. 100.000.000
. NJOP bangunan seluas 25 m?
Rp. 50.000.000
. Total NJOP :Rp. 150.000.000
Ditulis -+ 150.000.000

Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti
kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan
atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang
mengahhkan) E

Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti
kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB.

Kolom 18 Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan
o ! * yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.

- : a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah
o dan atau bangunail.

Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan
: | - Sebagian tanah dan seluruh
~ bangunan
b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban

penyampaian akta dan dokumen ke Kepala
Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar
isian  (pendaftaran) dan atau tanggal
penyampaian.
Contoh: - d.i301/4097/11 atau
- tanggal 10 -7 - 2011
c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah
] ' wasiat dengan penerima hibah wasiat
o] Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
NI Ditulis : ayah - anak
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Bendahara Penerimaan :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
REGISTER S5PD BPHTR
DINAS PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN .........

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Nama

Dabo, tanggal ... S

Bendahara Penerimaan




SKPD
Period

..

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUKY PENERIMAAN DAN PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMAAN

Teeeed hmme 0

CTONTOHF

QRMAT BUKU PENERIMAAN
DANPENYETORAN

Penerimaan

Penyetoran

MNomor | Tanggal

No.Bukti

Cara Pembayarar

Kode
Rekening

Uraian

Jumlah

Tanggal

Na. STS

Jumlah

Keterangan

1 2

3

4

5

6

8

9

10

11

Kas di Bendahara
- Saldo Awal

- lumlah Penerimaan
- lumiah yang Disetorkan

Saldo Kas di Bendahara Peperimaan

Terdir!

a. Tunal Sebesar
b, Bank Sebesar
¢. Lainnya

earenmnanrrribL

ErrRERAEETA TRV ERS RN A

Mengetahui/Menyetujui

Pengguna

Nama ..

NIP.

TR T T I T L L L LI LI LY T

PITTIETTTICTRe Yy

T ITTL L L L L LT L L)

Dobo, tanggal v,
Bendahara




Bendahara Penerimaan :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
REGISTER STS
DINAS PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN ......... -

ﬂﬁgﬁz DOKUBAEN REBISTER 513

_Smsmmﬂ_mjcﬂ\gm:,\mﬁaz
Pengguna Anggaran

NEMA cernsemernmmermmi

DobO, tANZEA! wrrierinersererernss
Bendzhara Penerimaan

Nama ...




| g AT D g e .

D. BAGAN ALIR

Berdasarkan SSPD-BRHTE lembar 6, Bank yang
Ditunjuk menerbitkan Nota Kredt atas penerimaan
BPHTE dad Wallb Pajak.

2. Bank yang Ditunjuk menyershkan Nota Kredit ke
Bendahara Penerimaan.

3. Bardasarken SSPD-BPHTB lembar 6, Bank yang
tunjuk membuat Ragister SSFD-BPHTE.

. Bank yang Ditunjuk mambarikan SSPD-BFHTB lembar
5 dan Ragister SSPD-BPHTB ke Fungsi Pembukuan dan
Feolaporan. I
5, Sementars lu, Bendahzm Penerimazn menarima
SSPD-BPHTE lombar B dan lembar 6 atas penerimaan
nambayaran BPHTE secara tnai.

6. Bendahara Penerimaan mencatat penedmaan dalam i = . 2 A A, B, C, & D dar fungsi-tungsi yang lain v
Buku Penermaan & Penystemn dap membuat Register :
SPD-BPHTB berdasarkan SSPO-BPHTB lembar 6.

7. Bendahara Penarfmaan kemudian manyerabkan
Reqister SSPD-BFHTE yang gilampiri dengan SSPD-

BPHTB lambat & ke Fungsl Pembukuan dan Peleporan.

Ke hungs! J Ke fungsi | Ketungsi
5. Sedangkan ztes penerimazn Nota Kredit dari Bank mﬂv:ww_w=m i WM,MU:_Em:w Um”cucx:m:w
yang ditunjuk, maka Bendshara Penerimaan mencatal - P g poran peiaparan

penerimsan BPHTB daldam Buku Penarimaan &
enyetoran dapn Register ST5,

. Bendahara Penerimazn kemudian manyerahkan Buku
|Penerimaan dan Penyetoran beserta Register. 578
“kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

0. PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan
imanyiapkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
tas Tanah danfatau Bangunan.

4, PPAT memberfkan Laporzn Penerbitan Akts
Pemindahan Hak stas Tansh danfatau Bangunan ke
Fungsl Perbukuan & Pelaporan.

2. Fungs! Pembukuan & Pelaporan menatima dokumen
berupa Register SSPD-BPHTE, SSPD-BPHTE lembar §,
sBuku Penstimaan & Penyetoran, Register STS, dan -
Lsporan Penerbitan Akta Pernindahan Hak atas Tansh

dan/atau Bangunan. Ke lungs! uﬁ

bkl &
13. Bardssarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi wmﬂqum:_w: H
Pambukuan & Pelaporan_menyusun laporan reslisasi




OSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Taglhan Pajak Daerah BPHTB
merupakan proses yang dilakukan Fung31 Pelayanan dalam menetapkan
tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang
menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, saldh hitung,

- dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih
kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam
jangka waktu 5 (lima} tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau
atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkail_ oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses. yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menindaklanju’ii Wajib Pajak yang
belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang
memiliki dan mengelola database Daftér Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang
Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Sufat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki | kewajlban membayar BPHTB
terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB,
Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat
Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib
Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh terhpo
belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- memeriksa SSPD BPHTB '
- menerbitkan STPD BPHTB
-  menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB
- menerbifkan SKPDB Kurang Bayaifi_Tambahan BPHTB

y
i
i
4
R




C. LANGKAH-LANGXAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi
Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yaﬁg telah dibayarkan oleh Wajib
Pajak. |

Langkah 2 |
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setia:p' SSPD BPHTB terutang yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena

bunga/denda.

Langkah 3 7

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis,
salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan
menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda. Fungsi Penagihan kemudian

mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD
BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6 , :
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib
Pajak.

Langkah 7 ‘
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD
BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8 o
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang

sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.



C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar
BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan {BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi

Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB- yang telah dibayarkan oleh
Wajib Pajak. i

Langkah 2
Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSP.D_BPHTB yang telah berjangka

waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi
Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam
SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bhayar,
Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang

kurang dibayar.

Langkah 3 _

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah
berjallgka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan
memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang
Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yéng masih kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang

dibayar.

Langkah 4 _

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan
SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan
(rangkap 2}.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD
Kurang Bayar Tambahan (lembar 2}. |

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan
SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1} kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Furnigsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas
setiap SKPDB Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.




Langkah 8 _
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar
Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah
dikirimkan kepada Wajib Pajak. '

Langkah 9
Wajib Pajak menerima SKPD Kurang: Bayar/ SKPD Kurang Bayar
Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur

pembayaran BPHTB.
C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1 N |
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/
SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi f’enagihan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB |

- Daftar SKPD Kurang Bayar

- Daftar SKPD Kurang Bayai‘ Tambahan -

Dengan menggunakan daftar-daftar = tersebut, Fungsi Penagihan
memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (-tujuhj hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan
menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak
agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif,
meliputi:- _

- Menghubungi wajib pajak melalui telepdn

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 ({tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan
atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang
disetujui, maka FungSi Penagihan terus melakukan pendekatan
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih
terutang.

Langkah 4

Setelah 7 {tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan
atéu pembayaran pajak secara mengangsur- oleh Wajib Pajak yang tidak
disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran

(rangkap 2).




angkah 5

Fungsi Penagihan mengars1p Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihaﬁ mengirimkan Surat Tegurah (lembar 1) kepada Wajib

Pajak.

Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penag1han memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap

Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wa_]lb Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surei;t Teguran ini, setiap pemerintah

daerah juga dihimbau untuk ;_m'enetapkan peraturan kepala

" daerah mengenai prosedur penerbitan:

Surat Paksa atas Surat ’I‘eguifan yang telah jatuh tempo;
Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan

surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

Sﬁrat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat
ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat
ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

S A, GAINAU
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JEMIERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
{INAS PENDAPATAN DAERAH

SURATTAGIHAN PAIAK DAERAH - -
BEA PERCLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

1 Nomor: Tahuft

i Tangeal Penerbitan:

‘ ( SR )
| Letak Obiek Pajak Nama & Alamat Wafib Pagk

| ¥abupaten/¥ota: -
| Kecamatan:

| Desafkelurahan:
| Alamat;

Jumlah pajak yang terutang yang masih harus d'bayar:

- or: | | NPWP:

| Perincian Pajak yang Terutang

=

L Pajak yang terutahg enurat SoPD BPHTA7 SKPOE Kurang Bayar] SKPOB Kurang Bayar Tambahan®} 1ahun D

2. Telah dibayar tanggal ' Rp.
3, Pengurangan ‘|Rp. ‘
4, lumlah yang dapat diperhitungkan tangke 2 + angha 3} : Rp
5. Pajak yang kurang dibayar {angka 1 - angis 4] _ 1 |Rp
B. Denda administrasi T 24 bulan 1 Rp. fangkas) I fp
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang  anghet 3 fp
&, Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7) o ‘ g Rp

| Tanggal fatuh Tempa: Tempat Pembayaran:

! PERHATIAN AL O —; )
' 1. Surat Tagthan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan {S7P Kepala Dinas Pendapatan
BPHTB ini harus diiunasi paling lambat satu {1} bulan sejak tangzal '
diterim.

4| 2. Apahila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum
| dlunasi, maka tindzkan penagihan akan dilanjutkan dengan
penersitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lefang, JE——




Daftar S5PD BPHTBE yang Emm k/lurang ditsayar, safah tulls, salah htung, dan kena bungafdenda

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Daftar SSPD BPHTB
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

PAIAK <>Zn..m MASIH

NAMA DAN br%b?wbwﬁﬂ NOMOR & TANGGAL PENERBITAN | PAJAK YANG KURANG >chwzz ksl HARUS DIBAYAR
NG | LETAK TANAH DAN/ ) SSPD BPHTB ' DIBAYAR (Rtp) ISTRAS! ") KETERAN GAN
BANGUNAN, NOP PBB (Rp)
415
R . - ] 3 ) a. 1 5 0 | & 7.

’

Fungsi Pelayanan

NIP




S S : T g - - - g

Daftar S5PD BPHTB yang kurang dibayar

” PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Daftar S5PD BPHTB
yang kurang dibayar

PAIAK YANG MASIH

SANKSI
NAMA DAN ALAMAT WP, | NOMOR & TANGGAL PENERBITAN | PAJAK YANG KURANG >D‘3_27“m§>m_ HARUSDIBAYAR | |\ o
NO LETAK TANAH DAN/ATAU SSPD BPHTB DIBAYAR (Rp) {Rp) {Rp)
BANGUNAN, NOP PBB . o ()
L - 1 2 - ) 4 . 5 e - |- 7 o

s

Fungsi Pelayanan

NP
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ﬁ
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Dafrar Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN
TARHLUN caiiiiias

NAMA DAN ALAMAT WP,

No LETAK OP, YANG ~ JEMNIS TAHUN NOP, NO & TANGGAL SURAT TANGGAL PAJAK YANG KURANG
DITERBITKAN SURAT PAIAK PAIAK TEGURAN JATUH TEMPO | DIBAYAR (Rp}
TEGURAN
1 2 3 4 5 [ 7




4
3
i
3

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
DINAS PENDAPATAN DAERAH 3

Kepada Yth,

Nama
NOP
Alarmnat
SURAT TEGURAN
Normor o

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masth mempunyai tunggakan pajak sebagal berikut:

NOP, NO & TANGGAL STPD
BPHTB/ SKPDB KURANG Tanggal Jumiah
Jenis Pajak Tahun Pajak KURANG BAVAR Jatuh Tempo Tunggakan
‘ BAYAR/ SKPDB KURANG B Pembayaran Pajak {Rp}
TAMBAHAN {*} ]
. -
(*} Coret yang tidak pe.rlu Jumlsh

[dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
Momor ... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar
melunasi jumlah tunggakan paiak datam waktu 21 (dua puluhsatu

Dalam hal Saudard telsh melunasi tunggakan pajak tersebut distas, dirscheon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

TEGURAN INi.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA.

PERHATIAN s
Kepala Dinas Pendapatan
PAIAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA Kabupaten Kepuluan Aru
PULLUH SATU) HAR| SETELAH TANGGAL SURAT ’

NP
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D. BAGAN ALIR

1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya,
maka Fungsi Penaglhan mengarsip 85P0 BPHTB yang telah
dibayarkan oleh Walib Pajak.

3 2. Fungsl Penaglhan memerlksa setiap SSPD BPHTB terutang
yang tidek/kurang dibayar, salah tulis, salah sajah hitung, dan
kena bunga/denda.

3. Atas S5SPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah
tulls, salah salah hitung, dan kens bunga/denda maka Fungsi
Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.
fungsl Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

4. Fungsl Penagihan menerbitkan STPR BPHTB bkerdasarkan
daftar SSPD BPHTB yang tidak/kKurang dibayar, salah tulis, |
salah hitung, dan kena bunga/denda. Surat Tagihan BPHTB
dicetak rangkap 2.

5, Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lernbar 2).

6. Fungsl Penagihan mengirlmkan STPD BPHTB {iembar 1}
kepada Wajilx Pajak. . .

7. Fungsl Penagihan memperbaharul Daftar STPD BPHTA atas
setiap Surat Tagihan yang telzh dikirimkan kepada wWaljib
Pajak.

8. Wajib Palak membayarkan BPHTB terutang menurut STPD
BPHTB sesual dangan prosadur pembayaran BPHTS.




1. Berdasarkan prosedur pembayeran BPHT2 sebelumnya, maks
Fungsi Penagihan akan mengarsip S5PD BPHTB vyang telsh
hayarkan oleh Wajib Pajak.

e Fungsi Penaglhan memerfksa setlap SSPD BPHTB yang telah
“lherianpke waktu S (lima) tahun semenjak Gibayar oleh Wajib Pajak.
Fungsl Penagihan memariksa pilal BPHTB terutang yang tercantum
dalam S5PD BPHTB tersabut.
tas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SSPO BPHTB yang kurang dibayar,

Fungsl Penaglhan juga mameriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang
elah berjangka waktu 5 {lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsl
Penagihan memerlksa nilai BPHTE terutang yang tercantum dalam

KPD Kurang Bayar tersebut.

tas SKPD Kurang Bayar yang masth kurang bayar, Fungsi Penaglhan
kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masfh
kurang dibayar.

Berdasarkan daftar yang telah dlbuat, Pungst Penagihan
menerbitkan SKPD Kurang Bayar {rangkap 2) dan SKPD Kurang
Bayar Tamhbahan {rangkap 2}.

- Fungsl ‘Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar {lembar 2} dan
KPD Kurang Bayar Tambahan {lembar 2). .

Fungsi Penagihan mengirimkan S3KPD Kurang Bayar (lembar 1)
dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Walib Pajak,

Fungsi Penagihan mernperbaharui Daftar SKPD Xurang Bayar atas
setiap SKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib
Pajak.

Fungsi Penagihan memperbaharul Daftar SKPD Kurang Bayar
amhahan atas setlap SKPD Xurang Bayar Tambahan yang telah
kdikirimkan kepada Wajib Pajak.

L, Wajlb Pajak menerima $KPD Kurang Baydr/ SKPD Kurang Bayar
ambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan
prosedur pembayaran BPHTB.

Bardazerkan S5P0
datam jangka wak
{lima} vehun seme]

dibayar wajb po

FHTE
tud -
niak
£13

SKED

Kurang Baysr dalam
Jongka waktu § {lima}
tahun sernenjak
dizarbitken




—cadazuis 1 llind

1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat Tegihan BPHTB/
SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi
Penagihan menyimpan: :

Daftar STPD BPHTB

Daftar SKPD Kurang Bayar

Daftar SKPD Kurang Bayar Tambaban
Dengan  menggunakan  daftar-daftar tersebut,  Fungsi
Penagihan memantau surat ketetapan BPHTE yang akan
mendekati jatuh tempo.

Selama 7 {tujuh) harl sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan
menghubungl dan melakukan pendekatan persussif kepada
ajib Pajak agar mietunasi BPHTB yang masih terutang.

. Sgtelah 7 {tvjuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau permbayaran pajak secara mengangsur oleb

ajib Pajak yang disetujul, maka Fungsi Penagihan terus
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar
melunasi BPHTB yang masih terutang.

4. Setetah 7 {tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur cleh
\Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan
menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

5. Fungst Penagihan mengarsip Surat Teguran {lembar 2).

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1}
epata Wajib Pajak.

Whajib Pajak menerima Surat Teguran.

. Fungst Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas
etiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajih Pajak.

Memperbaharui

e N

Selama 7 (tuJuh}
hari sejak saat jatuh
tempa
pembayaran,
mellputl:

- Menghubungi
wajib pajak melalui
telepon

- Mengirimkan -

SSuratl . v -

Pemberitahuan dan

>

Himbauan

. -
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PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

O

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB-

metrupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam
menetapkan tagihan BPHTB terutérig yang disebabkan karena
BPHTB térutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar,
salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ke_teteipan Pajak Daerah Kurang
Bayar BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan
proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB
yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetépan Pajak Daerah
(SKPD} Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak
yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh

~ tempo. _ ' :

Prosedur ini melibatkan Fungéi Pelayanan sebagai pihak
yang memiliki dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak
Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar
SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.
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B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak _ |
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB
terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daeréh Kurang Bayar BPHTB,
Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika
pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- memeriksa SSPD BPHTB |

: - menerbitkan STPD BPHTB

- menerbitkan SKPD Kurang BayarB‘PHTB.

_ menerbitkan SKPDB -Kurang Bayar Tambahan BPHTB

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sébelumnya, maka
Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan
oleh Wajib Pajak. '

Langkah 2 .
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan

kena bunga/denda.
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Langren D ,
Mas SSPD TPWID ferviang yang GOk |kurang, dlvayer, saien

fulis, saleh salah hitung, dan ke,na;f-..jomga; denda maka Fungsi
Penagihan menerbitkan Daftar SSPD,:'!\__: BPUTRE yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi

Penagihan kemudian mengarsip dafté; fersebut.

Langkah 4 :
Fungsi Penagihan menerbitkan STPD. BPHTB berdasarkan Daftar

SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah
hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5 ‘
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2}.

Langlkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada

Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTD atas sctiap

STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8 ‘ e ;.
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB |

terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

- C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang
Bayar BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB
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Langkah } _
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka

Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak. |

Langkah 2 ‘ _

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB vang telah
berjangka waktu 5 (ima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib
Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa’ nilai BPHTB terutang yang
tercantum dalam SSPD BPHTB tersei}ut. Atas SSPD BPHTB yang
ternyata kurang bayar, Fungsi PenagZihan kemudian menerbitkan
Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibéi}kar.

Langkah 3 |

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang
telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi
Penagihan memeriksa nilai BEHTB terlitang yang tercantum dalam
SKPD Kurang Bayar tersebut. 7

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi
Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar

yang masih kurang dibayar.

Langkah 4

RBerdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan
menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rahgkap 2) dan SKPD Kurang
‘Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD -Kurang Bayar (lembar 2} dan
SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).
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Langlkah 6 |

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kui‘ang Bayar (lembar 1)
dan SKPD Kurahg Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib
Pajak.

Langkah 7
" Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar

atas setiap SKPDB Kurang Bayar yeing telah dikirimkan kepada
Wajib Pajak. ' ‘

Langkah 8
| Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar
Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah

- dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 9
Wajith Pajak menerima SKPD Kurangi}Bayar/ SKPD Kurang Bayar

Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan

prosedur pembayaran BPHTB.
C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1 _ _

Berdasarkan prosedur penét_apan STPD BPHTB/ SKPD Kurang

Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan
~ menyimpan: |

- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang Bayar

- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
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('

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan
memantau surat ketetapan BPHTB"yang akan mendekati jatuh

tempo.

Langkah 2 _

Selama 7 f{tujub) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan
menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada
Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.
Pendekatan persuasif, meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3 _

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara 'mengangsur oleh
Wajib Pajak yang disetujui, maka  Fungsi Penagihan terus
melakukan pendekatan persuasif -.kepada Wajib Pajak agar

melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4 :

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatﬁh tempo, atas. permintaan
penundaan atau pembayaran pajaék secara mengangsur oleh
Wajib Pajak yang tidék disetujui, maka Fungsi Penagihan

menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).
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Langkah 6 _
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada

Wajib Pajak.

Langkah 7
Wajib Pajak menerima Surat Tegurah.

Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas

setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penefbit'an Surat Teguran ini, setiap
-pemerintah'daerah juga dihimbau untuk menetapkan
peraturan  kepala daerah  mengenai  prosedur
penerbitan: |

- Surat Paksa latas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yéng telah jatuh tempo;

- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan

suraf ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat

ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat

ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

Aol

GODLIEF AMBRO

I‘& A. GAINAU
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SURAT TAGIHAN PAIAK DAERAH
BEA PEROLERAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN .
Nomor: , ' : " Tahun:
Tanggal Penerbitan:
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar: : :
i
Letak Objek Paiak Nama & Alamat Waiih Pajak
Kabupaten/Kota:
fetamatan . \
Desalehurabar, ' \
Mot \\
\ Nopy | e . \
Pevincian Paigk yang Tendmng
Xl. Paak yang temtanﬁ, TTTvarL S0P BPH ) Srou Rurang Bayar] SEPDR urang Bayar Tambanan®) Tahun \?\D \
ETeia'n dibayar tanggal ‘ \R . \ ' \
3, Pengurangan ] \Rp. " l
&, Surniah yang dapat diperhitungkan {angks 2+ angha 3} Rp ‘
%, Pajak yang kurang dfbayar fangka 1-angka 4] ' Rp
6. Denca administrasi hxMbabngRp. [angka 5} Rp
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan PSP dikurang anghal _ Rp ;
| §8. Pajak yang masih harus ditayar (5+6+7) B ~ Rp
Tanggal Jatuh Tempoe: Tempat Pembayaran: f
PERHATIAN _ 1 A 1
1, Surat Taghan Bea Perolehan Hak atas Tanzh & Bangunan {STP Kenala Dinas Pencapatan
BPHTR ini harus difunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal i
diterima. ‘
2, Apahila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum
dilunasi, maka tindzkan penagihan akan dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lefang. ' e n——
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.Daftar $5P0 BPHTR yang tidak/karang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Daftar SSPD BPHTB
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

PAJAK YANG MASIH

NAMA DAN ALAMAT s:m NOMOR & TANGGAL PENERBITAN | PAIAK YANG KURANG >u?mﬂz_,uw.w*“>wu HARUS DIBAYAR
NO | LETAK TANAH DAN/ATA $SPD BPHTB DIBAYAR (Rp) . (®e) KETERANGAN
BANGUNAN, NOP PB3 {Rp) p
+3
1. 2 3. 4 5 5 7

2

Fungsi Pelayanan

NIP




Daftor SSED BPHTS vang kurang dibayar

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Daftar SSPD BPHTSB
yang kurang dibavyar

. ’ PAIAK YANG MASIH
NAMA DAN ALAMAT WP, SANKSI

: AKX TANAR DAN/ATAL | NOMOR & TANGGAL PENERBITAN | PAJAK YANG KURANG | i = | HARUS DIBAYAR ,
NO LET / SSPD BPHTB DIBAYAR {Rp) " (Rp) KETERANGAN
BANGUNAN, NOP PBB - (Rp) ass
P e ) A s - s =

r

Fungsi Pelayanan

NIP




T R U

” e
| PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
m DINAS PENDAPATAN DAERAH
!
_ DAFTAR SWURAT TEGURARN
| TAHUN occiieaanee
” .
NAMA DAN ALAMAT WP,
LETAK OP, YANG JENIS TAHUN NOP, NO & TANGGAL SURAT TANGGAL PAJAK YANG KURANG
No DITERBITKAN SURAT PAIAK PAIAK TEGURAN JATUH TEmMPO| DIBAYAR . (Rp}
TEGURAN
1 2 3 4 5 6 Fl

|
_ L —

o

ik



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth,
Mama
NOP
Alamat
SURAT TEGURAN
Nomor -

Menurut tata usaha karni, hingga saat ini Saudara masih mempunyat tunggakan pajak sebagai berikut: '

NOP, NO & TANGGAL STFD ,
BPHTB/ SKPDB KURANG Tanggal Jurnlah
is Paj Tshun Pajak ' Jatuh Tempo Tunggakan
Jents Pajak ahun FaR BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR P €8
Pembayaran Pajak {Rp}
TAMBAHAN (*} :
{*) Coret yang tidak perlu Juenlsh
{dengan huruf
Uritizk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
Nomor ... Tahun ... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar
elunasi jumiah tunggakan pajak dalam waktu 21 {(dua puluh satu
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan. pajak tersebut diatas, dimghon agar Saudara segers
melaporkan kepada kami. .
PERHATIAN ,
: Kepala Dinas Pendapatan
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA Permnerintah Kabupaten Kepullauan Aru

PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT
TEGURAN INj.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAXAN
PENAGIHAN AKAN DILANIUTKAN DENGAN

PENERBITAN SURAT PAKSA.

NIP
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1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTE sebelumnya,
maka Fungsl Penaglhan mengarsip SSPD BPHTB yang telah
dibayarkan aleh Walib Pajak.

2, Fungsi Penagthan marmeriksa setiap 55PD BPHTB terutang
yang tidak/kurang dibayar, salah tulls, salah salah hitung, dan
kens bunga/denda. - - . E

4 3. Atas SSPD BFHTB terutang yang tidak/kurang dibayer, salah
tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi
penagihan menerbitkan Daftar SSPR BPHTB yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.
Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

4, Fungsi Penagihan menerbitkan STPG BPHTHE berdasarkan
dafrar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulls,
salah hitung, dan kenz bunga/denda. Surat Tagihan BPHTB
dicetak rangkap 2.

5. Fungs! Penagihan mengarsip STPD BPRTE {lambzar 2).

46, Fungsl Penagihan mengirimkan STPD BPHTS (lermbar 1)
kepada Wajib Pajak.

7. Fungsi Penagihan memperbaharui Defiar STFD BPHTB atas
{ setiap Surat Tagihan yang telah dikirimkan kepada wajib
pajak. . - )

8. Wajib Pajak membayarkan BPHTE terutang rnenurut STPD
BPHTB sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTE.




asarken prosedur pembayaran BPHTB sebzlumnya, maka
penagihan skan .mengarsip SSPD BPHTB yang telah
rkan oleh Walib Pajak.

perd
mtjmum
dibay?

gungs! panagihan memeriksa setlap SSPD BPHTB 'yang telah

angka waktu S {limna) tahun semenjak dibayar oleh Wajlb Pajak.
sl penagihan memaeriksa nllal BPHTB teruvtang yang tercantum

_“r__m:._ 550D BPHTB tersebut.

cfa s s5PD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsl Penagthan

(nwma:cn__.m: menarbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

2.
perl

Fungst penaglhan Juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang
2 oh perjangka waktu 5 {lima} tabun semenjzk diterbitkan. Funasi
i agihan memeriksa nilal BPHTS terutang yang tercantum datam
vmmu Kurang Bayar tersebut.

K SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsl Penaglhan
udian menerbitkan Daftar 5KP[ Kurang 8ayar yang masih
dibayart.

£
atas
ke
rcqu:m
a perdassrkan daftar yang telah dibuat, Fungst Penaglhan
me
mm<mq
ngsi Penagihan mangarsip SKPD Kurang Bayar [lembar 2) dan
kurang Bayar Tambahan (fembar 2).

Tambahan {rangkap 2).

5. Fu
5P D

gungsi penagihan mengifimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1)
M.ma 4«PD Kurang Bayar Tambahan (lembac 1} kepada Wajlb Pajak.

ungsi penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas

7. F sKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib

setiaP
pajak-

pungsi penagihan memperbaharei Daftar SKPD Kuramg Bayar
: han atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah

ba
mwﬂwaxm: kepada Waiib Pajak.

[

Wwajib pajak menerima SKPO Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar
2 pahan dan membayarkan BPHTB terutang sesual dengan

rar dur pembayaran BPHTE,

prose

Dm_&:xu... SKPD Kurang Bayoar {rangkap 2) dan SKPD Kurang |

Bardzsarkan 55P0 §PHTH
dofam Junghe wekku 5
(s} tahun semehjak

diaayar wajlk palak

Bardysarkan SKPD
Kuraing Bayar dalam
Jenvgin waku 5 Hima)

Yabin samanjoh
diterbitkan




1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat Taglthan BPHTB/
SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsl
Penagihan menyimpan: ’

Daftar 5TPD BPHTB

Daftar SKPD Kurang Bayar

Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan  menggunakan  daftar-daftar - tersebut,  Fungsi
Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan
mendekatl jatuh tempo.

2-Setama 7-ftujuh} harl sejak jatuh tempy, Funigsi Penagihan
enghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada
ajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masth terutang.

3. Setefah 7. {tujuh} hari sejak Jatuh tempo, atas permintaan
nenundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
Wajib Pajak yang disetujul, maka Fungsi Penagihan terus
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar
melunasi BPHTB yang masih terutang,

4. Setelah 7 {tujuh) hari sefak jatuly tempo, atas permintaan
anundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur cleb-
\Wajilh Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan
menerhitkan Surat Teguran {rangkap 2}.

5. Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran {lermbar 2).

6. Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran {lernbar 1}
epada Wajib Pajak.

7. Wajib Pajak menearima Surat Teguran.

8. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas
setlap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

\l
Selama 7 {tujuh)

tampo
pembayaran,
meliputiz

- Menghubungi

telepon
- Mengirimkan
Surat .

Himbauan

-

Memperbaharui

|/

hari seJak saat Jatuh

wajib pajak mefalul

Pemberitahuan amw_

~

\




PROSEDUR PEN GURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengufangan BPHTB meli"upakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam menetapkaﬁ persetujuan/penolakan atas
pengajuan pengurangan .BPHTB terut;e:mg dari Wajib Pajak. Fungsi
Pelayanan kemudian menelaah dan merﬁeﬁksa pengajuan pengurangan
berdasarkan dokumen pendukung pénigag’uan dan data terkait objek
pajak. | o

Pemberian pengurangan sendiri ?dilékukan berdasar Peraturan
Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan
untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi
Pengolahan Data & informasi Sebagai' pihak yang memiliki dan
mengelola database objek pajak di wilayah admiﬁiétratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Waiib Paiak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas
BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah
diterbitkan sebelumnya. | -
2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan beftugas untuk:
- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan BPHTB |
- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan

Data & Informasi

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan
- menerbitkan Surat Penolakan Pcngéljuan Pengurangan BPHTB
atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.
3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan

- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

i




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang

dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan

Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2 i
Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.

Fungsi Pelayanan kemudlan memberlkan Tanda Terima Pengajuan

Pengurangan BPHTD kepada Wajlb Pajak

Langkah 3 :

Fungsi Pelayanaﬁ mengarsip dokurixf;en pengajuan pengurangan.
Berdasarkan dokumen tersebut, Ii{‘ungsi Pelayanan . kemudian
mengajukan permintaan data terkait oﬁjek pajak dengan menyiapkan

Form Pengajuan Data.

Langkah 4 |
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Perigajuan Data kepada Fungsi

Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 5
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data.

Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait
objek pajak dari Database Objek Pajai. |

Langkéh 6
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data

dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data

(vang telah tens1) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan lmemeriksa pengajuan pengurangan
BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain ity,
pemeriksaan jliga dilakukan atas kesesualan antara pengajuan yang
digjukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala
Daerah.
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